
BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa beberapa ketentuan yang berkaitan dengan
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa dianggap tidak sesuai,

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf aa, perlu menetapkan perubahan atas
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa.

b.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573),

4.



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1409):
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara
Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 3),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4
Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa sebagaimana telah diubah dan dihapus sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.
Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah
panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten
Tana Tidung dalam mendukung pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang
selanjutnya disebut Panitia Fasilitasi Kecamatan adalah
panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten
Tana Tidung dalam mendukung pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa.
Panitia Fasilitasi kecamatan adalah Panitia Pengawas
pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Tana Tidung yang berkedudukan ditingkat
Kecamatan.
Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD
untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang
selanjunya disingkat KPPS adalah penyelenggara
pemungutan suara di TPS.
Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon
adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih
menjadi Kepala Desa.
Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut
Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.
Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan
telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak
pilih dalam pemilihan Kepala Desa.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

Panitia Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disebut
Pantarlih terdiri dari unsur Rukun Tetangga atau Rukun
Warga yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah RT
setempat.
Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS
adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang
telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya
serta ditambah dengan Pemilih baru.
Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb
adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan
dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar
dalam DPS.
Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT
adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan
jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih
dalam rangka mendapatkan dukungan.
Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara
Panitia Pendaftaran Pemilih selanjutnya yang disebut
Pantarlih adalah Panitia yang dibentuk Panitia
Pemilihan untuk membantu Panitia dalam
pendataan/Pendaftaran Pemilih.
Corona Virus Disease 2019, yang selanjutnya disebut
COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan
oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 selanjutnya
disebut Satgas COVID-19 adalah Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 yang dibentuk oleh Pemerintah
Daerah.
Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh
oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan
aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh,
menyediakan tempat cuci tangan dan sabun,
menyediakan pembersih tangan (Hand Sanitizer),
menggunakan masker, dan menjaga jarak sertamenjauhi
kerumunan.
Relawan COVID-19 adalah relawan yang menangani dan
menanggulangi serta pencegahan penyebaran /
penularan COVID-19 di tingkat desa yang dibentuk oleh
Kepala Desa.
Face Shield adalah alat pelindung wajah.
Hand Sanitizier adalah cairan beralkohol pembersih
tangan.
Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk
mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan
kotoran yang menempel pada suatu permukaan.
Hari adalah hari kalender.



2. Ketentuan Pasal 22 ayat 4 (empat) dihapus, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya
di TPS yang sudah ditentukan.

(2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pemilih menunjukkan surat undangan yang
telah disampaikan oleh Panitia Pemilihan.

(3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak
membawa surat undangan/tidak menerima surat
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih
dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu
Keluarga.

3. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Mei 2021

BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Mei 2021

DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNGSEKRET

SAID
4 DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 10


